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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas perkara cerai gugat di Pengadilan 

Agama Batusangkar diputus verstek karena tergugat tidak hadir. 

Akibatnya, tuntutan nafkah istri pasca perceraian jarang dipenuhi; dari 85 

perkara, hanya 12 yang terealisasi. Untuk nafkah anak, meski tergugat 

berupaya memberi, nominal dan rutinitasnya tidak menentu karena faktor 

ekonomi. Secara hukum, ayah dan ibu tetap berkewajiban bersama 

menafkahi anak demi menjamin hak tumbuh kembangnya. 

2. Dalam perkara cerai gugat dengan putusan verstek, hakim 

mempertimbangkan alasan perceraian yang sah, asas kemaslahatan, serta 

menetapkan nafkah anak, nafkah ‘iddah, dan mut’ah berdasarkan bukti 

penggugat, kemampuan tergugat, dan asas keadilan. Meski tergugat tidak 

hadir, putusan tetap berdasar fakta hukum, dengan hakim berdasarkan 

SEMA No. 3 Tahun 2018. 

3. Ketiga putusan Pengadilan Agama Batusangkar (Nomor 534/Pdt.G/2024, 

129/Pdt.G/2024, dan 101/Pdt.G/2024) mencerminkan penerapan hukum 

positif dan prinsip hukum Islam secara konsisten, dengan alasan 

perceraian yang sah, penetapan nafkah anak berdasarkan asas kepatutan 

serta kemampuan ayah, dan pemberian nafkah ‘iddah maupun mut’ah 

secara proporsional sebagai penghargaan kepada istri; sehingga putusan-

putusan tersebut dapat dinilai adil, realistis, dan seimbang antara 

kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemaslahatan bagi semua pihak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis 

berikan, antara lain : 
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1. Bagi Pengadilan Agama Batusangkar  diharapkan lebih proaktif dalam 

menyampaikan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pentingnya 

kehadiran tergugat dalam proses persidangan guna mencegah terjadinya 

putusan verstek yang hanya didasarkan pada keterangan sepihak. Selain 

itu, perlu adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan, khususnya mengenai nafkah anak dan istri, agar 

tidak hanya berhenti pada penetapan di atas kertas tetapi benar-benar 

dijalankan secara nyata.  

2. Bagi Tergugat diharapkan hadir dalam setiap proses persidangan untuk 

menjaga hak-haknya secara hukum karna ketidakhadiran tanpa alasan 

yang sah hanya akan merugikan dirinya dan dapat berakibat pada putusan 

yang memberatkan.  

3. Bagi Pemerintah perlu adanya regulasi atau kebijakan tambahan yang 

memberikan jaminan lebih kuat terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah 

anak pasca perceraian. Misalnya melalui penyuluhan langsung di tingkat 

desa atau kelurahan, melalui media sosial yang interaktif dan mudah 

dipahami, melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan penyuluh 

agama, dan penyediaan panduan digital atau buku saku hukum keluarga. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai 

referensi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan putusan 

verstek, nafkah istri pasca perceraian baik nafkah ’iddah, mut’ah, madhiyah 

dan nafkah  
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